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5.1 KESIMPULAN

Ketentuan dan aturan adat yang ada di Kenagarian Surian larangan
tinggal serumah setelah akad nikah memang telah ada sejak dahulu kala, dan
atauran ini berlaku sampai sekarang dan belum ada titik temu dalam syari’at

I[slam sesuai dengan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-

bab sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang meyebabkan adanya larangan tinggal
serumah setelah akad nikah ini adalah:

1. Pasangan yang telah melaksanakan akad nikah dilarang tinggal serumah
sebelum pelaksanaan baralek (resepsi pernikahan) atau prosesi adat
lainnya yang menandai awal hidup bersama secara resmi, selama
pernikahan dilakukan di wilayah adat Surian. Pelanggaran larangan ini
akan mendapatkan teguran adat, dan dalam kasus tertentu menimbulkan
sanksi sosial berupa cibiran, pengucilan, atau pembicaraan negatif di
tengah masyarakat.

2. Menjaga kesopanan dan martabat keluarga di hadapan masyarakat,
menghindari fitnah terkait hubungan suami istri sebelum disahkan adat
melalui acara baralek, mempertahankan warisan budaya dan adat
Minangkabau

3. tinjauan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah setelah akad
nikah di Kenagarian Surian adalah bahwa meskipun Islam menganjurkan
suami istri segera tinggal bersama, larangan tersebut tidak bertentangan
dengan syariat selama didasarkan pada kemaslahatan dan kesepakatan
bersama tanpa mengabaikan kewajiban suami istri. Larangan ini

merupakan penyesuaian adat yang masih sesuai dengan prinsip Islam.
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5.2 SARAN

1.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi
referensi atau dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan
disarankan untuk menggunakan motode penelitian yang berbeda atau
memperluas penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.
Untuk pihak terkait kantor Kenagarian Surian dan masyarakat di
Kenagarian Surian dengan tulus dan rendah hati disarankan, agar
melaksanakan walimah al-‘ursy sesuai dengan ajaran Islam.

Kepada keturunan raja, angka mora, penegak hukum, penghulu adat dan
pemuka masyarakat yang berada di Kenagarian Surian agar bisa merevisi
aturan adat istiadat yang sangat penting dalam menentukan suatu aturan
yang sesuai dan berlandaskan kepada syari’at Islam sehingga bisa diterima
oleh akal sehat di mata umum dan dimata masyrakat. Oleh sebab itu
marilah saling bahu membahu membuat dan menjalankan adat yang tidak
bertentangan dengan ajaran Islam berperan aktif dalam merubah tradisi

yang melenceng dari ketentuan agama.
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